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“ANALISIS FAKTOR KEUANGAN DAN FAKTOR LINGKUNGAN 
YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)” 
 
ABSTRAKSI 
AYU TUTIA NINGSIH 
F0306004 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor keuangan dan faktor 
lingkungan yang mempengaruhi kinerja keuangan (financial performance) dalam 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Jawa Tengah. 
Penelitian dilakukan dengan menguji pengaruh revenue, expenditure, pajak, real 
estate, grant, capital, GDP (Gross Domestic Product), dan employment sebagai 
variabel independen, terhadap kinerja keuangan sebagai variabel dependen.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah 
tahun 2005-2007. Sampel ini dipilih dengan menggunakan metode porpotional 
purposive sampling. Kinerja keuangan diukur menggunakan 3 rasio keuangan 
untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yakni Rasio Kemandirian, 
Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi dan sebanyak 8 hipotesis diuji dalam 
penelitian ini menggunakan analisis multiple regression. 
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel pengungkapan dari 
laporan keuangan daerah yang diwakili oleh revenue, expenditure, pajak, real 
estate, grant, capital, GDP (Gross Domestic Product), sebagai faktor keuangan 
dan employment sebagai faktor lingkungan semua variabel secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan secara parsial variabel 
revenue (PAD), expenditure dan employment  yang berpengaruh positif signifikan 








Kata kunci: kinerja keuangan, revenue, expenditure, tax, real estate, grant, capital, 





THE ANALITICAL FINANCIAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS 
ARE AFFECT FINANCIAL PERFORMANCE  
OF LOCAL GOVERNMENT  
(Study Case at Local Government of Central Java) 
 
ABSTRACT 
AYU TUTIA NINGSIH 
F0306004 
 
The objective of this research is to know financial and environmental 
factors which affect financial performance in financial report of local government 
in Central Java. This research was done by examining the affectation revenue, 
expenditure, tax, real estate, grant, capital, GDP and employment as independent 
variable, to financial performance as dependent variable. 
This research used 70 financial report of local government in Central Java 
at 2005 – 2007 as the sample. This sample was selected using proportional 
purposive sampling method. Financial performace was measured by three 
financial ratio of local government they are Self-government Ratio, Effectively 
Ratio and Efficiency Ratio with 8 hypotheses were examined by regression 
multiple analysis.  
The result of statistical analysis showed that variable of revenue, 
expenditure, tax, real estate, grant, capital, GDP (Gross Domestic Product) as a 
financial factors and employment as a environmental factors it can be concluded 
that all of variables are collectively having significant effect on financial 
performance, while partially, only variable revenue, expenditure and employment  




Key words: financial performance,  revenue, expenditure, tax, real estate, grant, 










A. Latar Belakang Masalah 
Pasca terjadinya gelombang reformasi yang mencapai puncaknya pada 
tengah tahun 1998 sedikit banyak telah merubah tatanan, kebijakan serta 
perundang-undangan pemerintahan hingga kini. Semenjak itu masa Orde Baru 
berakhir dan dimulai era Reformasi yang menggulirkan isu perubahan di 
kehidupan politik nasional dan daerah. Berbagai agenda reformasi dikawal 
langsung oleh seluruh elemen masyarakat sebagai bentuk meminta 
pertanggungjawaban pemerintah yang telah diberi amanat oleh rakyat.  
Salah satu agenda reformasi yang diusung adalah adanya desentralisasi 
keuangan dan Otonomi Daerah (Otda). Kedua agenda ini kemudian disahkan 
oleh pemerintah dalam Undang-Undang dengan mendasarkan pada ketetapan 
MPR nomor  XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, 
Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta 
Perimbangan Keuangan  Pusat dan Daerah, dikeluarkanlah satu paket 
kebijakan otonomi daerah yaitu: Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang 
kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 




Pemberian otonomi kepada daerah memberi keleluasaan daerah untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan agar kesejahteraan 
masyarakat semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, 
pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat 
dan daerah serta antardaerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. (Mardiasmo,2000).  
Halim (2007) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu 
melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah 
harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber 
keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup 
memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) 
ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar 
pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar 
sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. 
Pada sisi lain, tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk 
melakukan akuntabilitas publik mengakibatkan pemerintah daerah harus 
melakukan pelaporan secara horisontal (horizontal reporting) yang ditujukan 
kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk akuntanbilitas horizontal 
(horizontal accountability), tidak sekedar melakukan pelaporan vertikal 
kepada pemerintah pusat (vertical reporting). Dalam konteks organisasi 
pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure 
atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun 
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daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka 
pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2002:21).  
Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja 
pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak 
tujuan , tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan 
meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah 
dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja 
yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena 
itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang 
kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar 
unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002 : 299). 
Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) menjelaskan 
evaluasi terhadap kemampuan pemerintah daerah adalah dengan penilaian 
menggunakan sistem pengukuran kinerja serta indikator-indikatornya yang 
meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran dan 
indikator kinerja digunakan untuk memperbandingkan antara satu daerah 
dengan daerah lain, dengan angka rata-rata secara nasional untuk masing-
masing tingkat pemerintahan, atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya 
untuk masing-masing daerah. 
Sedangkan dalam pengukuran kinerja pemerintah menurut Mardiasmo 
(2007: 125-127) diperlukan indikator atau tolok ukur yang dapat dinyatakan 
secara jelas. Tolok ukur kinerja pemerintah biasanya dinyatakan dengan 
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tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam sebuah konsep pendekatan 
pengukuran kinerja berupa value for money. Ekonomis adalah konsep yang 
mengaitkan antara jumlah input dengan nilai input, sementara efisiensi 
membandingkan antara jumlah input dengan output serta efektifitas 
mengaitkan output dengan outcome.  
Oleh karena kinerja keuangan yang menjadi poin penting tersebut, 
maka analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan 
pemerintah daerah penting untuk dilakukan. Beberapa penelitian yang telah 
dilakukan secara umum hasilnya menyatakan bahwa informasi yang ada 
dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan dinyatakan dalam rasio 
keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Cohen (2006) melakukan penelitian terkait kinerja keuangan 
pemerintah dengan menggunakan variabel yang diambil dari laporan 
keuangan pemerintah daerah. Lima variabel tersebut adalah gross domestic 
product, populasi penduduk, real estate, tourist dan capital. Kelimanya 
mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam 
sembilan rasio keuangan terdiri dari: return on equity, return on assets, profit 
margin, current ratio, debt/equity, long term liabilities/ total assets, assets 
turnover, operating revenues/ total revenues and operating revenues/ 
operating expense. Hanya saja faktor yang mempunyai pengaruh yang lebih 
tinggi adalah jumlah penduduk dan capital. Selain itu, rasio profitabilitas yang 
dinyatakan dalam rasio ROA, ROE dan profit margin tidak dipengaruhi oleh 
 
 5
faktor-faktor tersebut oleh karena profitabilitas sektor pemerintah berbeda 
dengan sektor swasta. 
Beberapa penelitian lain yang telah menguji faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti dalam penelitian 
(Groves et all,2001) variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan 
pemerintah daerah terbagi atas: faktor keuangan (financial factors) dan faktor 
lingkungan (environmental factors) yang diantara keduanya tidak terlepas dari 
faktor organisasional (organizational factors). Faktor keuangan (financial 
factors) terdiri atas revenue, expenditure, operating position, debt structure, 
unfunded lialibilities, dan condition of capital fund yang masing-masing dari 
variabel tersebut terbagi lagi atas sub variabel yang mempengaruhi di 
dalamnya. Faktor lingkungan (environmental factors) yang juga 
mempengaruhi kinerja keuangan terbagi atas community need and resources, 
external economic conditions, inter-governmental constrains, natural disaster 
& emergencies, dan political cultures. Sedangkan faktor organisasional 
(organizational factors) yakni terdiri dari: kebijakan legislatif dan praktik 
manejemen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian Groves menyatakan bahwa 
indikator keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh baik faktor keuangan, 
faktor lingkungan maupun faktor organisasional yang dapat di monitoring 
melalui Financial Trend Monitoring System (FTMS). 
Steven dan McGowen (1983) melakukan penelitian terkait indikator 
keuangan dan tren keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan tiga 
buah variabel yang terdiri dari variabel pendapatan dan pengeluaran, variabel 
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pajak dan real estate, dan variabel composite yang terbagi menjadi debt to 
revenue ratio, grant to revenue ratio serta grant to expenditure ratio. Hasil 
penelitian ini adalah bahwa tren keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh 
banyak faktor seperti jumlah penduduk dan sumber pendapatan bagi 
pemerintah daerah. Jika permintaan pelayanan masyarakat meningkat tanpa 
dibarengi dengan peningkatan keuangan pemerintah daerah, maka akan 
menurunkan kualitas jasa yang diberikan dan hal ini membutuhkan indikator 
keuangan pemerintah daerah yang efektif.  
Sedangkan Suyono (2010) dalam penelitian tesisnya menggunakan 6 
variabel yakni revenue, expenditure, taxes, grant, real estate dan capital 
dengan menilai hubungannya dengan kinerja keuangan yang diproksikan 
dengan  Current Ratio (CR), Debt to Equity (DER), Assets Turnover (AT), 
Operating Revenues to Total Revenues (ORTR), Operating Revenues to 
Operating Expenses (OROE). Hasil penelitian Suyono (2010) menyatakan 
bahwa variabel revenue berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 
keuangan. Banyaknya variabel yang tidak berpengaruh juga mungkin 
disebabkan oleh rasio penilainya yang kurang tepat. Rasio-rasionya yang 
dipakai apada penelitian Suyono (2010) dirasa lebih relevan digunakan untuk 
sektor privat yang menggunakan sistem akuntansi accrual basis.   
Penelitian dengan menggunakan rasio keuangan pemerintah daerah 
yang berlaku di Indonesia (yang masih menggunakan sistem akuntansi cash to 
accrual basis) sudah cukup banyak dilakukan. Contohnya penelitian Widodo 
dalam Abdul Halim (2007) yang meneliti analisis rasio keuangan pada APBD 
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Kabupaten Boyolali menggunakan rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 
Rasio Efektifitas dan Evisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Aktivitas, Debt 
Service Coverage Ratio, dan Rasio Pertumbuhan.  
Atas dasar penelitian dan kondisi-kondisi tersebut, maka peneliti ingin 
menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah 
daerah yang diproksikan oleh 3 rasio yakni : Rasio Kemandirian, Rasio 
Efektifitas dan Rasio Efisisensi dengan mengambil sampel wilayah provinsi 
Jawa Tengah. Dengan menggunakan 8 variabel independen: revenue, 
expenditure, real estate, capital, taxes, grant, gross domestic product sebagai 
faktor keuangan dan employment sebagai faktor lingkungan yang 
mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka, judul penelitian 
ini adalah “ANALISIS FAKTOR KEUANGAN DAN FAKTOR 
LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Tengah)”  
 
B. Perumusan Masalah 
Masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah apakah faktor 
keuangan dan faktor lingkungan yang terdapat dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) yang dalam penelitian ini diwakilkan 8 variabel 
independen,yakni: revenue, expenditure, real estate, capital, taxes, grant, 
gross domestic product, dan employment; berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. 
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Mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi kinerja 
keuangan pemerintah daerah dapat berguna untuk mengetahui faktor-faktor 
apa sajakah yang dapat dioptimalkan untuk mendukung keuangan pemerintah 
daerah dan mengambil aksi korektif apabila muncul masalah keuangan. 
(Groves et all,2001). 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalahnya 
sebagai berikut : 
1. Apakah revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah? 
2. Apakah expenditure berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah? 
3. Apakah real estate berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah? 
4. Apakah capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah? 
5. Apakah taxes berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? 
6. Apakah grant berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? 
7. Apakah gross domestic product berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah? 






C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor keuangan dan faktor 
lingkungan yang mempengaruhi kinerja keuangan, yang terdiri atas revenue, 
expenditure, real estate, capital, taxes, grant, gross domestic product, dan 
employment; pada pemerintah daerah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pembanding dan 
referensi terhadap penelitian pada masalah yang sama. 
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat 
menjadi bahan evaluasi dalam penerapan kebijakan keuangan daerah.  
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan 
tambahan pengetahuan mengenai keuangan pemerintah daerah dan bisa 
menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut 
dalam topik yang sama. 
4. Bagi penulis, penulis memperoleh tambahan wawasan, pengalaman, dan 













TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
A. Landasan Teori 
Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal yang diulas dalam penelitian ini, 
akan dipaparkan sebagai berikut : 
1. Kinerja Keuangan. 
Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh 
pribadi maupun organisasi (Ardi Hamzah, 2008). Indikator kinerja yang 
dipergunakan di dalam mengukur kinerja organisasi, yaitu : a) masukan 
(input), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelakasanaan kegiatan 
dapat berjalan untuk meghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa 
sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan 
sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau 
kegiatan; b) keluaran (output), adalah tolok ukur kinerja berdasarkan 
produk (barang/ jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai 
dengan masukan yang digunakan; c) hasil (out come), adalah tolok ukur 
kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan 
keluaran program atau kegiatan yang sudah dihasilkan; d) manfaat 
(benefit), adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang 
dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah 




dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat 
(Fadillah dan Muhtar, 2004: 32). 
a) Konsep kinerja organisasi publik 
Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat 
dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, melihat kinerja organisasi 
publik dari perspektif birokrasi itu sendiri. Kedua, melihat kinerja 
organisasi publik dari persepektif kelompok sasaran atau pengguna 
jasa organisasi publik. Kedua perspektif tersebut tidaklah 
mencerminkan pendekatan yang sifatnya ”mutually exclusive” tetapi 
sering merupakan suatu pendekatan yang saling berinteraksi di antara 
keduanya, karena pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi 
publik sangat terkait erat dengan lingkungan tempat organisasi publik 
hidup dan berkembang. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan 
erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, 
responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan. Konsep yang 
sering dipergunakan untuk melihat kinerja organisasi publik daerah 
sering dikaitkan dengan penggunaan anggaran. Konsep ini sering 
dikenal dengan istilah performance in term of the monetary calculus of 
efficiency. 
b) Pengukuran kinerja organisasi publik 




Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan 
organisasi pelayana public mendapatkan laba, memanfaatkan 
factor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari 
rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara obyektif, kriteria 
seperti likuditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria 
efisiensi yang sangat relevan. 
(2) Efektivitas 
Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik 
tersebut tercapai.hal tersebut kaitannya dengan nilai, misi, tujuan 
organisasi. 
(3) Keadilan  
Kriteria ini berkaitan konsep ketercukupan atau kepantasan.isu–isu 
yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada 
kelompok pinggiran dan sebagainya. 
(4) Produktivitas 
Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami 
sebagai rasio antara input dengan output. 
(5) Kualitas pelayanan 
Isu mengenai kualitas pelayanan cendurung menjadi semakin 
penting dalam menjalankan kinerja organisasi pelayanan publik. 
Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi 
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publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas 
layanan yang diterima dari organsisasi publik. 
c) Kinerja keuangan daerah 
(1).  Akuntabilitas 
Ada beberapa indikator yang sering dipergunakan untuk melihat 
kinerja keuangan daerah, tetapi salah satu indikatornya yang sering 
digunakan untuk melihat kinerja keuangan daerah adalah 
akuntabilitas.  
Secara sederhana, akuntabilitas (accountability) diartikan sebagai 
pertanggungjawaban. Apabila dilihat dari aspek akuntansi dan 
manajemen pemerintah, Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah-BPKP mendefinisikannya sebagai perwujudan 
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 
kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 
tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui 
suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Rosjidi, 
2001:144). 
Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah 
pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja 
financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, 
harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka 
pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2002:21). 
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Affandi (2001) mengemukakan bahwa akuntabilitas keuangan 
adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 
mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan 
penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak-pihak yang 
memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban 
tersebut, yakni DPR/DPRD dan masyarakat umum. Sehingga 
aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas 
keuangan adalah: 
a. Aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran, artinya setiap 
transaksi yang terjadi harus dapat dilacak otoritasnya. 
b. Adanya pengelolaan keuangan secara baik, perlindungan 
terhadap asset fisik dan financial serta mencegah terjadinya 
pemborosan dan salah arus. 
Fungsi dan Jenis Akuntabilitas 
a. Fungsi Akuntabilitas 
Menurut Douglas (dalam Nurkholis, 2000), dalam bukunya 
yang berjudul “Governmental and Nonprofit Organizations: 
Theory and Practices” menyatakan bahwa accountability 
mempunyai 3 fungsi yaitu: 
1) Menyajikan informasi mengenai keputusan-keputusan dan 
tindakan-tindakan yang diambil selama beroperasinya suatu 
entitas (satuan usaha) tersebut; 
 
 15
2) Memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor dan 
masyarakat luas) untuk mreview informasi tersebut; 
3)  Mengambil tindakan korektif jika dibutuhkan. 
b. Jenis Akuntabilitas 
Mardiasmo (2002:21) mengkategorikan akuntabilitas menjadi 
dua macam yaitu:  
1)  Akuntabilitas vertikal (vertical accountability)  
Akuntabilitas Vertikal (Internal) merupakan 
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas 
yang lebih tinggi, yang berlaku bagi setiap tingkatan dalam 
organisasi internal penyelenggara Negara termasuk 
pemerintah. Setiap pejabat atau petugas publik baik 
individu atau kelompok secara hierarki berkewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya 
secara build in mengenai perkembangan kinerja atau hasil 
pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-
waktu bila diperlukan. Misalnya pertanggungjawaban unit-
unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, 
pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah 
pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR 
2). Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability).  
Akuntabilitas horizontal (eksternal) melekat pada setiap 
lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk 
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mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah 
diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk 
dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) 
dan lingkungannya (public or external accountability and 
environment). 
Sedangkan Rosjidi (2001:145) menyebut kedua 
akuntabilitas tersebut sebagai:  
1) Akuntabilitas internal (internal accountability)  
2) Akuntabilitas eksternal (external accountability). 
Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian 
laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi 
prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal tersebut diatur dalam UU No. 
17/2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan 
isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD 
disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 
Adapun jenis laporan keuangan yang harus disampaikan meliputi 
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan 
atas laporan keuangan. Dalam laporan keuangan pemerintah 
tersebut memberi penggambaran kinerja keuangan pemerintah 
daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. 
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Pelaporan kinerja pemerintah melalui laporan keuangan merupakan 
wujud dari proses akuntabilitas. Entitas yang mempunyai 
kewajiban membuat Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor publik 
dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, unit kerja pemerintahan, dan unit pelaksana teknis. 
Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan 
Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga masyarakat dan anggota DPR 
(users) bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang 
kinerja program pemerintah serta unitnya. Pelaporan kinerja yang 
diterbitkan secara reguler  akan menjadi langkah maju dalam 
mendemonstrasikan proses akuntabilitas. Perbandingan 
pengukuran kinerja dapat dibangun atas pengukuran kinerja dan 
menambah dimensi lainnya untuk akuntabilitas perbandingan 
dengan unit kerja organisasi lain yang serupa. 
 
(2). Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan 
Pada umumnya, sektor privat menggunakan analisis rasio 
keuangan sebagai alat ukur untuk membandingkan terhadap 
penilaian perusahaan. Sektor privat juga menggunakan analisis 
rasio untuk mengevaluasi trend akuntansi dari waktu ke waktu 
pada perusahaan yang sama. Cohen (2006) membuat kombinasi 
pada neraca saldo dan item pada laporan laba rugi agar dapat 
digunakan untuk kalkulasi rasio keuangan. Namun, analisis rasio 
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keuangan ini tidak terbatas pada perusahaan sektor privat saja. 
Keseluruhan pernyataan keuangan yang di beberkan ke publik 
menjadi arti bahwa rasio keuangan ditujukan pada sektor publik 
sebagaimana yang seharusnya dilakukan.  
Namun, tidak seperti pada evaluasi kinerja keuangan perusahaan 
sektor privat yang didasarkan pada analisis profitabilitas dan rasio 
keuangan yang mudah dimengerti, evaluasi kondisi keuangan pada 
sektor publik meliputi keputusan tentang faktor lingkungan, faktor 
organisasional dan faktor keuangan yang saling mempengaruhi. 
Salah satu kategori dasar dari parameter faktor lingkungan adalah 
status jangka waktu suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
dan sumber dayanya. Lebih spesifiknya, kategori ini terdiri atas 
faktor yang menentukan permintaan akan pelayanan seperti 
populasi, usia rata-rata, presentase keluarga yang berada dibawah 
garis kemiskinan, sebagaimana kemampuan untuk memberikan 
pelayanan publik seperti pendapatan per kapita, tingkat 
kemiskinan, employment (tenaga kerja), tipe bisnis, dll. (Anthony 








Pada penelitian Groves et all (2001) memperlihatkan tabel yang di 












Gambar II. 1.  Financial Condition Factors 
Tiap-tiap faktor diklasifikasikan menjadi faktor lingkungan, 
organisasional dan faktor finansial. Tabel diatas disusun 
sedemikian rupa sehingga masing-masing faktor menjadi input dan 
output antara satu dan yang lainnya. Tipe hubungan seperti ini 
tidak hanya berlaku pada satu alur saja. Sebagai contoh, banyak 
faktor pada saat yang bersamaan bertimbal balik pada faktornya 
sendiri maupun pada faktor yang lain.  
Pada intinya, faktor lingkungan yang merepresetasikan pengaruh 
eksternal pada pemerintah daerah keseluruhannya disaring dan 
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menjadi faktor organisasional. Hasilnya adalah serangkaian faktor 
finansial menggambarkan struktur internal finansial pemerintahan. 
Faktor lingkungan mempengaruhi pemerintah daerah dengan dua 
cara. Pertama, faktor lingkungan melakukan permintaan. 
Contohnya, populasi yang meningkat, mendorong daerah untuk 
membuat kebijakan, dan penerimaan grant mungkin mengharuskan 
prosedur audit yang baru. Kedua, faktor lingkungan menunjukkan 
sumber daya yang dimiliki daerah. Peningkatan populasi dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan pajak 
ketika grant memperlihatkan kemampuan untuk membangun 
infrastruktur baru. Respon pemerintah pada  faktor organisasional 
pun dapat mengubah faktor lingkungan. Dalam hal ini, 
diasumsikan bahwa pemerintah dapat menetapkan kondisi finansial 
yang baik bila melakukan penyesuaian untuk kondisi yang 
merugikan seperti menurunkan pelayanan, meningkatkan efisiensi, 
menaikkan pajak, atau melakukan beberapa kegiatan lainnya. 
 
2. Analisis Rasio Keuangan 
Organisasi sektor publik (pemerintah), merupakan organisasi yang 
bertujuan untuk memberikan public service (pelayanan publik) kepada 
masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, 
kesehatan, keamanan, penegakan hukum (law enforcement), transportasi 
dan sebagainya. Public service diberikan karena masyarakat merupakan 
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salah satu stakeholder organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah 
daerah tidak hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada 
Pemerintah Pusat saja (vertical reporting), tetapi juga kepada masyarakat 
luas (horizontal reporting). 
Oleh karena itulah diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan 
untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui 
alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat 
dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja 
diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system (sistem 
penghargaan dan hukuman). 
Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 
tujuan, yaitu (Mardiasmo, 2002:121): 
(1)  Memperbaiki kinerja pemerintah. 
(2)  Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 
(3)  Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki  
komunikasi kelembagaan. 
 
a. Tujuan analisis Rasio Keuangan 
Salah satu alat ukur kinerja adalah analisis rasio keuangan daerah yang 
merupakan inti pengukuran kinerja sekaligus konsep pengelolaan 
organisasi pemerintah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban 
publik oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat luas. Hasil 
analisis rasio keuangan tersebut dapat dunakan untuk (Halim, 2002:126): 
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(1). Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai 
penyelenggaraan otonomi daerah; 
(2). Mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan 
daerah; 
(3). Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam 
membelanjakan pendapatannya daerahnya. 
(4). Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam 
pembentukan pendapatan daerah; dan 
(5). Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan 
pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 
 
b. Macam-macam Rasio Keuangan 
Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang 
bersumber dari APBD antara lain (Halim, 2002: 128–135): 
(1)  Rasio Kemandirian 
Rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah 
Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan 
dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dapat 






Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap 
sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat 
ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama 
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pemeritnah pusat dan propinsi) semakin rendah. Rasio kemandirian 
juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi pula 
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. 
 
(2)  Rasio Efektivitas dan Efisiensi 
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah 
dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan 
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil 
daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja 
pemerintah daerah. 







Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio ini dibandingkan 
dengan rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang 
menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan 
untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 
diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, maka akan semakin baik 









(3)  Rasio Aktivitas 
Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja 
pembangunan secara optimal. Semakin besar persentase dana yang 
dialokasikan untuk belanja rutin, maka semakin kecil dana yang 
dialokasikan untuk belanja pembangunan. 
Rasio Belanja Rutin terhadap APBD = 
TotalAPBD
jaRutinTotalBelan  
Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD=
TotalAPBD
nanjaPembanguTotalBelan   
 
(4)  Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) 
Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa besar 
kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan 
meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu period ke 
periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-
masing komponen penerimaan (PAD dan total pendapatan) dan 









B. Kerangka Pemikiran 
Di bawah ini merupakan skema konseptual yang memperlihatkan 






• Revenue  
• Expenditure 




• Gross Domestic Product 
• Employment 
Variable Dependen  




1. Revenue  
Revenue merupakan pendapatan pemerintah daerah yang digunakan 
sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Menurut 
Standar Akuntansi Pemerintah, pendapatan daerah berasal dari dua 
sumber yaitu: pendapatan asli daerah dan pendapatan dari transfer 
pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Mahmudi (2007: 128) 
menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah pendapatan daerah, semakin 
besar dana yang tersedia bagi pembangunan daerah sehingga pemerintah 
daerah bersangkutan mampu menyediakan pelayanan jasa pada 
masyarakat yang lebih baik.  
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McGowen (1983) menyatakan bahwa revenue mempunyai pengaruh 
terhadap kemampuan pemerintah untuk menghasilkan kinerja 
keuangan. Jumlah revenue yang besar memungkinkan pemerintah 
untuk melakukan program kerja pemerintah daerah secara lebih leluasa 
sehingga mampu memberikan pelayanan yang bermutu bagi publik. 
Sementara itu, Jones dan Walker (2007) menyatakan bahwa jumlah 
pendapatan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang kuat 
terhadap kekuatan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi 
jumlah revenue pemerintah daerah, semakin kecil kemungkinan 
pemerintah daerah akan mengalami kesulitan keuangan dalam 
pendanaan infrastruktur bagi pembangunan pemerintah daerah 
bersangkutan.  
Dalam penelitian ini revenue yang digunakan adalah pendapatan asli 
daerah dengan alasan bahwa pendapatan asli daerah merupakan 
pendapatan yang benar-benar berasal dari kemampuan pemerintah 
daerah sehingga memberi gambaran tentang kekuatan dan kemampuan 
pemerintah daerah dalam penyediaan dana bagi pembangunan di 
daerah bersangkutan.  
Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dinyatakan 
seperti berikut ini. 






Expenditure merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Expenditure dalam 
pemerintah dinamakan sebagai belanja. Menurut Standar Akuntansi 
Pemerintah, belanja dibedakan menjadi belanja pembangunan dan 
belanja rutin. Selain itu, belanja pemerintah juga diklasifikasikan 
sebagai belanja operasional dan belanja modal.  
Jumlah belanja pemerintah daerah yang tinggi dapat mengurangi 
jumlah dana yang tersedia bagi pemerintah daerah dan hal ini dapat 
mempengaruhi pelayanan yang disediakan pada masyarakat. Menurut 
Halim dan Damayanti (2008: 5) jumlah belanja modal yang tinggi 
mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih banyak melakukan 
pengeluaran untuk asset jangka panjang sehingga dampak pada kinerja 
pemerintah daerah akan dirasakan pada beberapa tahun setelah terjadi 
belanja modal tersebut. Akibat adanya belanja modal tersebut dalam 
jangka pendek adalah adanya jumlah pengeluaran yang tinggi oleh 
pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi ketersediaan dana bagi 
pemerintah daerah. 
McGowen (1983) membuktikan secara empiris bahwa jumlah 
expenditure berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah. Semakin 
besar atau tinggi jumlah expenditure pemerintah daerah 
mengindikasikan bahwa pertumbuhan pembangunan pemerintah 
daerah tinggi sehingga ada upaya pemerintah untuk memenuhi 
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kebutuhan infrastruktur dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat. 
Adanya jumlah expenditure yang tinggi tersebut dapat berpengaruh 
pada mutu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pada 
masyarakat. Mahmudi (2007: 146) menyatakan bahwa indikasi adanya 
pertumbuhan pembangunan di daerah salah satunya adalah dengan 
adanya pertumbuhan jumlah belanja pada pemerintah daerah 
bersangkutan. Apabila pertumbuhan jumlah belanja tinggi, maka hal 
ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan pembangunan daerah 
tinggi sehingga berpengaruh terhadap pelayanan yang disediakan 
untuk masyarakat. 
Sehingga hipotesis kedua adalah : 
Ha2: Terdapat pengaruh expenditure terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
 
3. Real Estate 
Real estate adalah aktiva yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang 
terdiri dari tanah, jalan dan bangunan yang digunakan oleh pemerintah 
daerah dalam menghasilkan jasa pelayanan bagi masyarakat di daerah 
bersangkutan. Jika pemerintah daerah mampu melakukan pengelolaan 
yang baik atas real estate yang dimilki oleh pemerintah daerah, maka 
pemerintah daerah dapat menghasilkan jasa pelayanan kepada publik 
dengan secara baik dan kinerja keuangan yang baik pula.  
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Jumlah real estate yang tinggi dengan pengelolaan yang baik dapat 
menciptakan pelayanan yang baik yaitu pelayanan yang sesuai dengan 
standar minimal mutu pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, jumlah 
real estate yang tinggi dan pengelolaan yang baik dapat meningkatkan 
pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sehingga 
menciptakan kinerja keuangan yang baik bagi pemerintah daerah. 
Pelayanan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah membutuhkan infra 
struktur dalam proses penciptaanya dan hal ini dapat dilakukan jika 
pemerintah daerah mempunyai dukungan yang kuat dengan adanya 
jumlah real estate yang cukup oleh pemerintah daerah bersangkutan. 
Selain itu, dengan adanya jumlah real estate yang cukup tinggi yang 
dimiliki oleh pemerintah daerah dapat berakibat pada pendapatan yang 
dihasilkan yang tinggi pula, sehingga dapat dinyatakan bahwa 
pemerintah daerah akan menciptakan kinerja keuangan yang baik atau 
tinggi dengan kepemilikan real estate yang tinggi dan pengelolaan 
yang baik. 
Worthington dan Dollery (1999) memperoleh bukti empiris bahwa 
jumlah real estate berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah 
daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil kontradiktif 
diperoleh Cohen (2006) yang menyatakan bahwa jumlah real estate 
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di 
Yunani. Hasil penelitian yang diperoleh Cohen (2006) disebabkan oleh 
adanya kesulitan yang dialami oleh pemerintah daerah di Yunani 
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dalam melakukan pengukuran dan penilaian real estate yang disajikan 
dalam neraca pemerintah darah di Yunani. Oleh karena adanya 
kesulitan ini, maka banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang 
tidak menyajikan atau menyajikan tetapi tidak lengkap sehingga dapat 
mempengaruhi hasil dalam penelitian Cohen (2006) tersebut.  
Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti 
berikut ini. 




Capital atau ekuitas dana merupakan selisih antara jumlah harta 
dengan jumlah kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 
Jumlah ekuitas dana yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah 
daerah mempunyai dana yang cukup untuk membiayai kegiatan 
operasional pemerintah daerah sehingga mampu mencapai kinerja 
keuangan yang tinggi pula. Sebaliknya, jika pemerintah daerah 
mempunyai atau mengalami kekurangan ekuitas dana maka 
pemerintah daerah akan mengalami kekurangan dana untuk membiayai 
kegiatan operasional dalam rangka menyediakan jasa bagi masyarakat 
sehingga akan memperoleh kinerja yang tidak optimal. 
Cohen (2006) melakukan pengujian terkait pengaruh jumlah capital 
atau ekuitas dana pemerintah daerah dengan kinerja pemerintah 
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dearah. Bukti empiris yang diperoleh adalah adanya pengaruh jumlah 
ekuitas pemerintah daerah dengan kinerja keuangan pemerintah 
daerah. 
Sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat dinyatakan 
seperti berikut ini. 
Ha4: Terdapat pengaruh capital terhadap kinerja keuangan 
pemerintah  daerah. 
 
5. Taxes 
Pajak dalam penelitian ini adalah pendapatan pajak baik pajak daerah 
dan bagi hasil pajak baik bagi hasil pajak daerah provinsi maupun bagi 
pajak pusat. Pajak yang tinggi yang diperoleh suatu pemerintah daerah 
dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah sehingga 
dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi operasional 
pemerintah daerah dalam rangka menghasilkan pelayanan jasa pada 
masyarakat. Selain itu dengan pendapatan pajak yang tinggi akan dapat 
menjadikan pembiaayaan kegiatan operasional pemerintah daerah 
lebih terjamin hingga mampu menghasilkan tingkat kinerja keuangan 
yang tinggi bagi pemerintah daerah bersangkutan. Sebaliknya, jika 
pajak yang dterima pemerintah daerah kecil, maka akan dapat 
menyebakan pemerintah daerah mengalami kekurangan sumber 




Bukti empiris terkait pengaruh taxes terhadap kinerja diperoleh Steven 
dan McGowen (1983) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya 
penerimaan pajak oleh suatu pemerintah daerah berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Anderson (2004) memperoleh 
hasil penelitian yang hampir sama dengan Steven dan McGowen 
(1983). Hasil penelitian Anderson (2004) mengindikasikan bahwa 
peningkatan pajak meningkatan nilai property pemerintah daerah dan 
berhubungan dengan jumlah pendapatan pemerintah daerah.  
Sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini dapat dinyatakan 
seperti berikut ini. 




Grant atau hadiah atau sumbangan atau donasi adalah penerimaan 
yang diterima oleh pemerintah daerah dari pihak lain tanpa adanya 
tuntutan apapun. Grant yang diterima oleh pemerintah daerah dapat 
menjadi alternatif pendapatan pemerintah daerah dalam pembiayaan 
untuk kegiatan operasional dalam penyediaan pelayanan bagi 
masyarakat. 
Jumlah grant yang tinggi yang diterima oleh pemerintah akan dapat 
menjadi sumber pembiayaan yang cukup bagi pemerintah daerah 
hingga mampu menjamin kelancaran kegiatan operasional pemerintah 
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daerah dan mampu mencipkan kinerja keuangan yang baik. 
Sebaliknya, jika grant yang diterima pemerintah daerah kecil, maka 
pemerintah daerah mempunyai kemungkinan untuk mengalami 
kekurangan dana dalam menjalankan kegiatan operasional untuk 
menghasilkan pelayanan publik yang baik, sehingga kinerja keuangan 
yang dihasilkan juga kurang optimal. 
Steven dan McGowen (1983) memperoleh bukti empiris bahwa grant 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin 
tinggi jumlah grant maka semakin tinggi kinerja keuangan yang 
mampu dicapai oleh pemerintah daerah bersangkutan. Sementara itu, 
Worthington dan Dollery (1999) menghubungkan grant dengan 
efisiensi dan efektifitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil 
yang diperoleh bahwa kinerja keuangan pemerintah berhubungan 
positif dengan efisiensi dan efektifitas kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Semakin tinggi jumlah grant yang diterima oleh pemerintah 
daerah semakin tinggi tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas kinerja 
keuangan pemerintah daerah. 
Sehingga hipotesis keenam dalam penelitian ini dapat dinyatakan 
seperti berikut ini. 






7. Gross Domestic Product (GDP) 
GDP atau Gross Domestic Product dalam penelitian Cohen (2006) 
diyatakan ke dalam GDP per daerah atau lebih dikenal dengan sebutan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka-angka yang 
disajikan oleh PDRB dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang 
terjadi, baik mengenai struktur ekonomi di masa lalu, keadaan yang 
sedang berjalan, bahkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di 
masa yang akan datang. Tingkat PDRB yang tinggi mencerminkan 
tingkat kesejahteraan masyarakat setempat yang juga tinggi. 
PDRB dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan produksi. 
Dengan pendekatan produksi, definisi PDRB adalah jumlah nilai 
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi 
disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit 
produksi dalam penyajiannya dikelompokkan dalam 9 (sembilan) 
sektor lapangan usaha : 1)pertanian, 2)pertambangan dan penggalian, 
3)industri pengolahan, 4)listrik, gas dan air bersih, 5)bangunan, 
perdagangan, hotel dan restoran, 6)pengangkutan & komunikasi, 7)jasa 
keuangan, 8)persewaan dan jasa perusahaan , 9)jasa – jasa   
Cohen (2006) melakukan pengujian terkait pengaruh PDRB dengan 
kinerja pemerintah dearah. Bukti empiris yang diperoleh adalah adanya 
pengaruh PDRB pemerintah daerah dengan kinerja keuangan 
pemerintah daerah. PDRB yang tinggi berkolerasi positif terhadap 
pendapatan asli daerah. Semakin tinggi jumlah pendapatan daerah, 
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semakin besar dana yang tersedia bagi pembangunan daerah sehingga 
pemerintah daerah bersangkutan mampu menyediakan pelayanan jasa 
pada masyarakat yang lebih baik. (Mahmudi, 2007: 128) 
Sehingga hipotesis ketujuh dalam penelitian ini dapat dinyatakan 
seperti berikut ini. 




Dalam statistik ketenagakerjaan di Indonesia kesempatan kerja 
merupakan terjemahan bagi employment yang berarti sebagai jumlah 
orang yang bekerja tanpa memperhitungkan berapa banyak pekerjaan 
yang dimiliki tiap orang, pendapatan dan jam kerja mereka. Menurut 
Suparmoko (2002: 114) angkatan kerja adalah penduduk yang belum 
bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada 
tingkat upah yang berlaku. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang 
bekerja (employment), dan golongan yang menganggur dan mencari 
pekerjaan (unemployment) (Simanjuntak, 1985: 3).  Tenaga kerja 
merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas dan 
pelaksana daripada pembangunan di daerah, sehingga dapat 
memajukan daerah tersebut. Ketiga aspek tersebut diharapkan menjadi 




Bukti empiris terkait pengaruh employment terhadap kinerja diperoleh 
Steven dan McGowen (1983) ada hubungan yang signifikan antara 
employment terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin 
besar tingkat employment yang dimiliki dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi bagi daerah. 
Sehingga hipotesis kedelapan dalam penelitian ini dapat dinyatakan 
seperti berikut ini. 
Ha8: Terdapat pengaruh employment terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
 
Di BAB III nanti akan dipaparkan mengenai metodologi penelitian 


























Di BAB II sebelumnya telah dipaparkan mengenai landasan teori dan 
pengembangan hipotesis, maka di BAB III ini akan menjelaskan mengenai desain 
penelitian, data, alat uji, dan pengujian hipotesis yang dilakukan. 
 
A. Desain Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk 
memperoleh bukti empiris tentang pengaruh revenue, expenditure, real estate, 
capital, taxes, grant, gross domestic product dan employment  terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah studi kasus pada kabupaten/kota di 
wilayah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian merupakan penelitian dengan data 
cross section, karena penelitian ini memfokuskan pada suatu peristiwa pada 
tahun 2005 sampai dengan 2007 serta pengumpulan data dilakukan hanya satu 
kali. 
 
B. Populasi dan Sampel  
Populasi adalah jumlah dari keseluruhan kelompok individu, kejadian-
kejadian yang menarik perhatian peneliti untuk diteliti atau diselidiki 
(Sekaran, 2003: 24). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 
pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan tahun 2005 sampai 
dengan 2007 dan dipublikasi melalui website www.bpk.go.id.  
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Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya 
diselidiki dan dianggap dapat mewakili populasi (Sekaran, 2003: 25). Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 
purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-
kriteria yang ditentukan berdasarkan kebijakan dari peneliti. Penelitian ini 
menggunakan kriteria pengambilan sampel seperti berikut ini. 
1. Laporan keuangan pemerintah daerah wilayah provinsi Jawa Tengah tahun 
2005 sampai dengan tahun 2007  yang dipublikasikan dalam website BPK 
RI, yaitu www.bpk.go.id 
2. Laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah tahun  2005 
sampai dengan tahun 2007 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian 
(unqualified opinion), wajar tanpa pengecualian dengan bahasa atau 
paragraf penjelas (unqualified opinion with explanation language) maupun 
wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Adapun laporan keuangan 
dengan opini tidak wajar (adverse opinion) dan tidak memberi opini 
(disclamer opinion) tidak digunakan dalam sampel penelitian dengan 
pertimbangan bahwa informasi yang tersaji dalam laporan keuangan 
dengan opini tersebut tidak wajar dan tidak dapat digunakan dalam 
pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. 
3. Laporan keuangan pemerintah daerah wilayah Provisi Jawa Tengah tahun  
2005 sampai dengan tahun 2007 yang mencantumkan seluruh data dan 
informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel dan analisis data 
untuk pengujian hipotesis dalam penelitian. 
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C. Data dan Metode Pengumpulan Data 
Strategi pengumpulan data dan sumber data adalah strategi arsip yaitu 
data yang dikumpulkan dari catatan atau basis data yang sudah ada. Sumber 
data dari strategi ini adalah data sekunder (secondary data) yaitu teknik 
pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik pengumpulan data dari 
basis data (Kuswadi dan Mutiara, 2004: 16). Data sekunder tersebut terdiri 
dari data berikut ini. 
1. Laporan keuangan pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Tengah dari 
tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang disusun berdasarkan 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor: 1 Tentang 
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah. 
2. Perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan penyusunan, 
penyajian dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
3. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dikumpulkan dari catatan 
atau basis data baik berupa hardcopy maupun softcopy yang diperoleh dari 
hasil download pada website dan dokumentasi arsip-arsip Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu www.bpk.go.id 
dan sumber lain yang terkait. 
 
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diuji secara 




1.  Variabel Dependen 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang 
diproksikan ke dalam tiga rasio keuangan pemerintah daerah. Agar dalam 
pengambilan kesimpulan tidak bias maka dari ketiga rasio keuangan 
tersebut difaktorkan menjadi satu dengan menggunakan bantuan program 
SPSS versi 16.0 yaitu dengan memasukkan tiga rasio keuangan  tersebut 
ke dalam variabel dependen dan kemudian diolah dengan factor analyze 
untuk menentukan component principal yang kemudian diperoleh satu 
faktor yang merupakan proksi kinerja keuangan pemerintah daerah untuk 
selanjutnya digunakan sebagai data untuk variabel dependen penelitian 
(Singgih Santoso, 2002: 138). Adapun ketiga rasio keuangan sebagai 
gambaran kinerja keuangan tersebut adalah:   
1. Rasio Kemandirian (RKM) 
Rasio Kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli 
daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal 
dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari 
pinjaman. Data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah data 
yang berasal dari laporan neraca pemerintah daerah. Rasio ini 
menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan 
pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang 
telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 
diperlukan daerah. Formula untuk menentukan angka rasio ini adalah 
seperti berikut ini (Abdul Halim, 2007).  
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2. Rasio Efektivitas (REK) 
Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam 
merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target 
yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kedua angka rasio ini 
ditentukan dengan menggunakan angka dalam laporan keuangan 
pemerintah daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas 
dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 
mencapai 1 atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio 
efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik. Untuk 
menentukan besarnya rasio ini, menurut (Widodo dalam Abdul Halim, 








3. Rasio Efisiensi (RFS) 
Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingna 
antara besarnya biaya yangn dikeluarkan untuk memperoleh 
penadapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja 
pemda dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan 
efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 
persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemda semakin 
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baik. Menurut Abdul Halim (2007) formula untuk menghitung angka 
rasio ini adalah seperti berikut ini. 






2.  Variabel Independen 
Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan variabel 
independen sebagaimana digunakan oleh Cohen (2006) dan Steven dan 
McGowen (1983) yang terdiri dari variabel berikut ini. 
a.  Revenue (REV) 
Variabel revenue merupakan jumlah pendapatan asli daerah oleh 
pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Jumlah pendapatan 
asli daerah diperoleh dari laporan realisasi anggaran suatu pemeritah 
daerah. Variabel ini diukur dengan nilai revenue atas jumlah 
pendapatan asli daerah yang tersaji dalam laporan keuangan 
pemerintah daerah.  
b.  Expenditure (EXP) 
Variabel ini diukur dengan jumlah belanja rutin atau belanja 
operasional pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Jumlah 
belanja rutin atau operasional dalam penelitian ini diambil dari jumlah 
belanja operasional dalam laporan realisisasi anggaran pemerintah 
daerah pada suatu periode tertentu. Variabel ini diukur dengan nilai 
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expenditure atas jumlah expenditure daerah yang tersaji dalam laporan 
keuangan pemerintah daerah.  
c.   Real Eestate (REAL) 
Variabel ini merupakan jumlah keseluruhan atas nilai tanah, gedung 
atau bangunan dan jalan yang dimiliki dan dilaporkan oleh pemerintah 
daerah pada tanggal tertentu.  Variabel ini diukur dengan nilai real 
estate atas jumlah real estate daerah yang tersaji dalam laporan 
keuangan pemerintah daerah.  
d.   Capital (CAP) 
Variabel ini merupakan jumlah ekuitas dana pemerintah pada tanggal 
tertentu. Variabel ini diukur dengan nilai capital atas jumlah ekiutas 
dana daerah yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 
e.   Taxes (TAX) 
Variabel merupakan jumlah pajak yang menjadi hak pemerintah 
daerah dalam suatu periode tertentu. Variabel ini diukur berdasarkan 
jumlah penerimaan pajak oleh suatu pemerintah daerah yang datanya 
diambil dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 
pada periode tertentu. Variabel ini diukur dengan nilai taxes atas 






f.   Grant (GRANT) 
Variabel ini merupakan jumlah sumbangan, donasi, dan hadiah serta 
subsidi yang diterima oleh suatu pemerintah daerah pada suatu periode 
tertentu. Variabel ini diukur dengan jumlah sumbangan atau donasi 
dan hadiah serta subsidi yang diterima oleh pemerintah daerah dalam 
suatu periode tertentu yang datanya dapat diambil dari laporan realisasi 
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Variabel ini diukur dengan 
nilai grant atas jumlah sumbangan, donasi dan subsidi serta hibah 
pemerintah daerah yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah 
daerah.  
g.   Gross Domestic Product (GDP) 
Variabel ini dalam perhitungan per wilayah dinyatakan dalam PDRB 
(Produk Domestik Regional Bruto). Pengukurannya berdasarkan 
pendekatan pendapatan, yakni jumlah nlai tambah yang tercipta 
sebagai hasil proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh 
berbagai unit produksi dalam suatu jangka waktu tertentu, biasanya 
setahun. Data ini didapatkan dari www.bps.go.id propinsi Jawa 
Tengah. 
h.   Employment (EMP) 
Variabel ini merupakan jumlah orang yang bekerja tanpa 
memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang dimiliki tiap orang, 
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pendapatan dan jam kerja mereka. Data ini didapatkan dari 
www.bps.go.id propinsi Jawa Tengah. 
 
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
1. Analisis Regresi Berganda 
 Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 
peneliti akan melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan 
mengolah data-data tersebut, agar dapat mendukung hipotesis yang telah 
diajukan. 
 Adapun tahap-tahap penghitungan dan pengolahan data sebagai berikut: 
1. Menghitung kinerja keuangan (financial performance) yang 
diproksikan ke dalam tiga rasio yakni : Rasio Kemandirian, Rasio 
Efektifitas dan Rasio Efisiensi 
2. Menghitung faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan 
(financial performance) yang diproksikan dalam revenue, expenditure, 
real estate, capital, taxes, grant, gross domestic product dan 
employment  . 
3. Regresi model 
 Teknik regresi linier berganda dilakukan terhadap model yang 
diajukan peneliti. Dengan menggunakan software SPSS Versi 16.00 
untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen.  
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 Untuk menguji pengaruh antara faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja keuangan dengan rasio keuangan diukur dengan persamaan 
rumus sebagai berikut: 
KK = β0 + β1REV + β 2 EXP + β 3REAL + β 4CAP + β5TAX + β6GRANT + 
β7GDP + β8 EMPLOY + e 
 
Keterangan : 
KK  = Kinerja Keuangan (Rasio Kemandirian, Rasio 
Efisiensi dan Rasio Efektivitas) 
β 0   = konstanta, 
β 1 – β 6  = koefisien regresi, 
REV  = Revenue, 
EXP  = Expenditure, 
REAL  = Real Estate, 
CAP  = Capital, 
TAX  = Taxes, 
GRANT  = Sumbangan atau hadiah, sumbangan dan subsidi, 
GDP  = Gross Domestic Product, dan 
EMPLOY =Employment 
e   = kesalahan baku/error. 
 
2. Uji Asumsi Klasik 
 Pengujian data dilakukan dengan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk 
memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid, dengan data yang 
digunakan secara teori adalah tidak bias, konsisten, dan penaksiran 
koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2005). Uji 
asumsi klasik merupakan prasyarat dilakukannya analisis regresi. Ada 
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empat macam uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini, antara 
lain adalah sebagai berikut. 
a. Uji Normalitas 
 Uji normalitas bertujuan untuk menguji kenormalan distribusi dalam 
model regresi pada variabel penggganggu atau variabel residual 
(Ghozali, 2005). Seperti diketahui, dalam uji t dan uji F diasumsikan 
bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2005).  
 Cara yang digunakan adalah dengan analisis grafik yaitu dengan 
melihat normal probability plot yang akan membandingkan distribusi 
kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 
satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan 
dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis 
yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 
diagonalnya. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan 
alat uji Kolmogorov-Smirnov terhadap data residual regresi dan 
dilakukan dengan program SPSS 16.0. 
 
b. Uji Multikolinearitas 
 Multikolineritas merupakan suatu keadaan dimana terdapat hubungan 
yang sempurna antara beberapa semua variabel independen dalam 
model regresi. Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah 
di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
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(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2005). 
 Multikolinearitas antar variabel independen dapat dilihat dari nilai 
tolerance dan variances inflation factor (VIF) (Ghozali, 2005). Kedua 
ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel independen yang satu 
yang dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Nilai tolerance 
yang rendah sama artinya dengan nilai VIF yang tinggi (Ghozali, 
2005). Jika nilai tolerance  lebih besar dari  0.1 dan nilai VIF lebih 
kecil dari 10, maka tidak terjadi multikoliniearitas. 
 
c. Uji Autokorelasi 
 Uji autokorelasi bertujuan menguji suatu model regresi linear, untuk 
melihat keberadaan korelasi antara kesalahan penggangu pada periode 
t dengan periode t-1 (Ghozali, 2005). Jika terjadi korelasi, maka 
dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 
 Untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model regresi 
terdapat autokorelasi atau tidak, pada penelitian ini menggunakan alat 
uji runs test. Dari pengujiaan ini dapat dilihat apakah terjadi 
autokorelasi atau tidak didasarkan pada nilai asymp.sig dalam runs 
test. Apabila asymp. sig. Lebih besar dari 5%, maka tidak terjadi  
gejala autokorelasi dan sebaliknya jika asymp. sig. Lebih kecil 5% 
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maka terjadi gejala aoutokorelasi dalam model regresi yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
 
d. Uji Heteroskedastisitas 
 Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2005). Jika variance dari satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah model regresi yang tidak heteroskedastisitas 
(Ghozali, 2005). 
 Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi 
heteroskedastisitas adalah metode Park, yaitu dengan meregresikan 
logaritma dari nilai kuadrat absolute residual dengan variabel bebas. 
Kriteria yang digunakan adalah: jika parameter beta signifikan secara 
statistik maka terjadi heteroskedastisitas dan jika parameter beta tidak 
seignifikan secara statistik maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
3. Pengujian Hipotesis 
 Pada dasarnya ada 2 jenis alat uji statistik, yaitu statistik parametrik dan 
statistik non parametrik. Statistik parametrik digunakan jika distribusi data 
yang digunakan normal, sedangkan data yang bersifat tidak normal, maka 
uji statistik yang digunakan adalah statistik non parametrik. Dalam 
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penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian statistik parametrik. 
Menurut Ghozali (2005) ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar 
uji statistik parametrik dapat digunakan, yaitu: 
1. Observasi harus independen  
2. Populasi asal observasi harus berdistribusi normal.  
3. Varians populasi masing-masing grup dalam hal analisis dengan dua 
grup harus sama.  
4. Variabel harus di ukur paling tidak dalam skala interval.  
 Jika distribusi data bersifat normal, maka digunakanlah uji statistik 
parametrik. Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik, 
untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan uji 
koefisien determinasi, uji statistik t, dan uji statistik f.  





digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam 
menerangkan variabel independen. Tapi, karena R
2 
mengandung 
kelemahan mendasar di mana adanya bias terhadap jumlah variabel 
independen yang dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, pada 
penelitian ini yang digunakan adjusted R
2 
berkisar antar nol dan satu. 
Jika nilai adjusted R
2 
makin mendekati satu maka makin baik 





b. Uji Regresi Parsial (Uji t)  
 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan 
dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. 
Apabila tingkat signifikansi yang diperoleh (p-value) lebih kecil dari 
0,05 maka H0 dapat ditolak atau dengan α = 5% variabel independen 
tersebut berhubungan secara statistis terhadap variabel dependennya.  
 Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah jika 
probabilitas < 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 
revenue, expenditure, real estate, capital, taxes, grant, gross domestic 
product dan employment  berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dan sebaliknya 
jika probabilitas > 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
variabel revenue, expenditure, real estate, capital, taxes, grant, gross 
domestic product dan employment  tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa 
Tengah. 
 
c. Uji Regresi Simultan (Uji F)  
 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan 
melihat nilai signifikansi F. Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 
0,05 maka hipotesis alternatif tidak dapat ditolak atau dengan  α = 5% 
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variabel independen secara statistis mempengaruhi variabel dependen 
secara bersama-sama. 
 
Demikianlah penjelasan mengenai metodologi penelitian yang 
dipakai dalam penelitian ini. Selanjutnya di BAB IV akan dipaparkan 





















ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
      
Pada bab ini akan diuraikan hasil dari pengolahan data serta analisis untuk 
menguji hipótesis. Setelah proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan 
pengolahan data dengan menggunakan SPSS for Windows 16.00 dan selanjutnya 
menganalisis hasil pengolahan data. 
 
A. Deskripsi Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 
pemeritah daerah (LKPD) tahun 2005-2007 yang dipublikasikan oleh website 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) www.bpk.go.id.   
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah 
daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 
yang  dipublikasikan melalui website Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia (BPK RI) www.bpk.go.id. Atas populasi tersebut, kemudian 
ditentukan sampel penelitian dengan menggunakan pourposive sampling. 
Dengan menggunakan metode purposive sampling dan kriteria-kriteria 
pengambilan sampel sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, 
diperoleh jumlah sampel penelitian yang dapat dijelaskan dengan tabel seperti 








Kriteria Sampel Jumlah 
Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah tahun 2005 s.d 2007 yang dipublikasikan melalui 
website BPK RI  
99 
Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah tahun 2005 s.d 2007 yang tidak wajar (adverse) dan 
tidak beropini (disclamer) 
3  
Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah tahun 2005 s.d 2007 yang tidak disajikan secara leng 
data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 
26 
Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah yang menjadi sampel penelitian 
70 
Sumber: www.bpk.go.id.  
 
Berdasarkan Tabel IV.1 sampel penelitian di atas jumlah laporan 
keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 
sampai dengan 2007 yang berhasil dikumpulkan melalui download di website 
BPK RI adalah sejumlah 99 laporan keuangan. Atas jumlah laporan keuangan 
tersebut, 3  laporan keuangan mempunyai opini tidak wajar (adverse opinion) 
dan tidak berpendapat (disclamer opinion) dan oleh karena itu laporan 
keuangan tersebut tidak digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. 
Laporan keuangan tersebut tidak digunakan karena informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini tidak wajar (adverse 
opinion) dan tidak berpendapat (disclamer opinion) tidak sesuai dengan SAP 
sehingga tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai 
laporan keuangan. 
 Selain kriteria opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah, 
penelitian ini juga menggunakan informasi keuangan lain dalam pengukuran 
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variabel independen. Untuk laporan keuangan yang telah memenuhi kriteria 
pengambilan sampel sebelumnya tetapi tidak mencantumkan informasi untuk 
pengukuran variabel independen, maka laporan keuangan keuangan tersebut 
tidak digunakan dalam penelitian ini. Jumlah laporan keuangan pemerintah 
yang tidak secara lengkap menyajikan informasi yang dimaksud sejumlah 32 
laporan keuangan pemerintah. Setelah dilakukan identifikasi dengan 
menggunakan kriteria pengambilan sampel, maka diperoleh  sampel sejumlah 
70 laporan keuangan pemrintah daerah yang terdiri dari  32 laporan keuangan 
pemerintah daerah pada tahun 2005, 20 laporan keuangan pemerintah daerah 
pada tahun 2006 dan 18 laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 
2007. Selengkapnya sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran. 
 
B. Hasil dan Analisis Data 
1. Analisis deskriptif statistik atas data 
Descriptive statistic penelitian ini dilakukan guna mencari nilai mean, 
maksimum, minimum, dan standar deviasi dari variabel-variabel 
penelitian, seperti yang ditunjukkan dalam tabel IV.2 berikut. 
Tabel IV.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata Rasio Kemandirian (RKM) 
mempunyai jumlah yang paling kecil dari variabel lain. Nilai minimum 
atas variabel ini adalah sebesar 0,0446 dan nilai maksimumnya adalah 
sebesar 0,7062 serta nilai mean dan standart deviation masing-masing 
sebesar 0,1250 dan 0,1271. Hasil deskriptif data ini menjelaskan bahwa 
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penyebaran data berkisar antara 0,1250 ditambah dengan 0,1271 sampai 
dengan 0,1250 dikurangi 0,1271. 
 
Tabel IV.2 
Deskripsi Statistik Data Penelitian 
Variable N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
REK (dalam jutaan) 70 0,6179 4,4520 1,1232 0,4214
RES (dalam jutaan) 70 0,1681 12,4659 3,9312 3,7286
RKM (dalam jutaan) 70 0,0446 0,7062 0,1250 0,1271
REV (dalam jutaan) 70 15192,711 2932805,175 166992,425 539367,048
EXP (dalam jutaan) 70 9955,716 2660482,050 291715,199 459592,234
REAL (dalam jutaan) 70 367770,298 13271213,260 2219401,386 2844361,178
CAP (dalam jutaan) 70 481205,531 16195749,638 2553633,050 3235703,319
TAX (dalam jutaan) 70 5792,993 2784363,946 173103,009 502730,606
GRANT (dalam jutaan) 70 84,705 790214,165 30573,980 96842,540
GDP (dalam jutaan) 70 908763,620 159110253,790 10371411,782 30204665,213
EMPLOY (dalam ribuan) 70 23,433 16304,058 1091,129 3125,717
Valid N (listwise) 70         
 
Sementara itu, untuk variabel GDP merupakan variabel dengan rata-rata 
yang tertinggi. Nilai minimum untuk variabel GDP adalah sebesar 
908763,620 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 159110253,790. Nilai 
rata-rata dan standart deviasi untuk GDP masing-masing sebesar 
10371411,782 dan 30204665,213 yang mengindikasikan bahwa 
penyebaran data variabel GDP berkisar antara 10371411,782 ditambah 







2. Uji Asumsi Klasik 
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dilakukan uji asumsi klasik 
sebagai syarat untuk dapat menggunakan model regresi. Uji asumsi klasik 
ini terdiri dari normalitas, multikonlinearitas, autokorelasi,  
heteroskedastisitas. 
a. Uji Normalitas 
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi 
normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan alat uji 
Kolmogorov-Smirnov terhadap data residual regresi dan dilakukan 
dengan program SPSS 16.0. Hasil pengujian normalitas dengan 
Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut ini 
Tabel IV. 3 
Normalitas Data 
    
Unstandardized 
Residual 
N  70 
Normal Parametersa Mean 0 
 Std. Deviation 0,333676287 
Most Extreme 
Differences Absolute 0,99 
 Positive 0,99 
 Negative -0,067 
Kolmogorov-Smirnov Z  0,832 
Asymp. Sig. (2-tailed)   0,492 
   Sumber: hasil pengolahan data 
 
Tabel IV.3 menunjukkan bahwa nilai asymp.sig dalam uji kolmogorov 
smirnov atas seluruh nilai residu data yang digunakan dalam penelitian 
ini di atas tingkat signifikasi penelitian 5% yaitu 0,492 atau 49,2%, 
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sehingga keseluruhan data yang digunakan sebagai sampel dalam 
nelitian telah terdistribusikan dengan normal. 
 
b. Uji Multikolinearitas 
Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antarvariabel 
independen. Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
metode korelasi berpasangan antar variabel. Pengujian dilakukan 
dengan SPSS 16.00 for windows menggunakan covariance matrix dan 
collinearity diagnostics. Default bagi angka tolerance adalah 0,0001. 
Semua variabel yang dimasukkan dalam perhitungan model regresi 
harus mempunyai toleransi diatas angka ini. Jika VIF lebih besar dari 5 
maka variabel tersebut mempunyai persoalan Multikolinearitas dengan 
variabel bebas yang lain. Jika dilihat pada tabel maka semua variabel 
bebas telah memenuhi persyaratan ambang toleransi, nilai VIF sekitar 
1 dan koefisien korelasi antar variabel independen yang lemah 
(semuanya dibawah 0,5). Dengan demikian disimpulkan tidak ada 
Multikolinearitas dalam model regresi ini.  
Tabel IV.4 menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel Real 
Estate (REAL) dan Capital (CAP) dalam model regresi kurang dari 
0,1 dan nilai VIF untuk variabel tersebut lebih besar dari 10. Hasil 
pengujian ini mengindikasikan bahwa dalam model regresi yang 







Variable Tolerance VIF Kesimpulan 
LogREV 0,124 8,072 Tidak terjadi multikolinieritas 
LogEXP 0,631 1,585 Tidak terjadi multikolinieritas 
LogREAL 0,057 17,517 Terjadi multikolinieritas 
LogCAP 0,050 20,079 Terjadi multikolinieritas 
LogTAX 0,211 4,743 Tidak terjadi multikolinieritas 
LogGRANT 0,711 1,407 Tidak terjadi multikolinieritas 
LogGDP 0,159 6,305 Tidak terjadi multikolinieritas 
LogEMPLOY 0,459 2,179 Tidak terjadi multikolinieritas 
Sumber: hasil pengolahan data 
 
Dalam Ghozali (2006) dijelaskan bahwa salah satu cara untuk 
mengobati adanya multikolinieritas adalah dengan mengeluarkan 
variable independen yang memiliki nilai korelasi tinggi dari model 
regresi. Berdasarkan data koefisien korelasi antara varibel independen, 
nilai korelasi tertinggi adalah varibel LogCAP yaitu sebesar 97%, 
sehingga variable capital (CAP) dikeluarkan dari model regresi.  
 
Tabel  IV.5 
Uji Multikolinieritas setelah variabel Capital (CAP) dikeluarkan 
Variable Tolerance VIF Kesimpulan 
LogREV 0,132 7,549 Tidak terjadi multikolinieritas 
LogEXP 0,635 1,574 Tidak terjadi multikolinieritas 
LogREAL 0,568 1,760 Tidak terjadi multikolinieritas 
LogTAX 0,212 4,727 Tidak terjadi multikolinieritas 
LogGRANT 0,715 1,399 Tidak terjadi multikolinieritas 
LogGDP 0,159 6,291 Tidak terjadi multikolinieritas 
LogEMPLOY 0,464 2,153 Tidak terjadi multikolinieritas 




Berdasarkan tabel diatas bias dilihat bawah nilai tolerance untuk 
keseluruhan variable independen lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF 
kurang dari 10, hal ini menunjukan bahwa dalam model regresi yang 
digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas 
atau seluruh variabel dalam model-model penelitian ini 
homoskedastisitas. 
 
c. Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui kesalahan penggangu 
pada periode t dengan periode t-1 (Ghozali, 2005). Autokorelasi 
menunjuk pada hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari 
serangkaian observasi yang terletak berderetan secara series dalam 
bentuk waktu (time series) atau hubungan antara tempat yang 
berdekatan (cross sectional). Pada penelitian ini menggunakan alat uji 
runs test. Dari pengujiaan ini dapat dilihat apakah terjadi autokorelasi 
atau tidak didasarkan pada nilai asymp.sig dalam runs test. Apabila 
asymp. sig. Lebih besar dari 5%, maka tidak terjadi  gejala autokorelasi 
dan sebaliknya jika asymp. sig. Lebih kecil 5% maka terjadi gejala 
aoutokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian 
ini. Berikut ini disajikan hasil uji runs test untuk mengindikasikan 








  Unstandardized Residual
Test Valuea -0,06414
Cases < Test Value 35
Cases >= Test Value 35
Total Cases 70
Number of Runs 30
Z -1,445
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,149
Sumber: hasil pengolahan data 
 
Tabel IV.7 di atas menunjukkan bahwa nilai asymp. sig dalam uji runs 
atas model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lebih 
besar dari 5%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel dalam model 
regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala 
autokorelasi. 
 
d. Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas merupakan keadaan seluruh faktor gangguan 
terjadi ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi 
heteroskedastisitas adalah metode Park, yaitu dengan meregresikan 
logaritma dari nilai kuadrat absolute residual dengan variabel bebas. 
Kriteria yang digunakan adalah: jika parameter beta signifikan secara 
statistik maka terjadi heteroskedastisitas dan jika parameter beta tidak 







Variable sig. Kesimpulan 
LogREV 0,904 Tidak terjadi heteroskedastisitas  
LogEXP 0,636 Tidak terjadi heteroskedastisitas  
LogREAL 0,713 Tidak terjadi heteroskedastisitas  
LogCAP 0,722 Tidak terjadi heteroskedastisitas  
LogTAX 0,109 Tidak terjadi heteroskedastisitas  
LogGRANT 0,431 Tidak terjadi heteroskedastisitas  
LogGDP 0,437 Tidak terjadi heteroskedastisitas  
LogEMPLOY 0,238 Tidak terjadi heteroskedastisitas  
Sumber: hasil pengolahan data 
 
Tabel IV.6 menunjukkan bahwa probabilitas dalam model regresi yang 
digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 atau 5% sehingga 
dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas  dalam 
semua model regresi penelitian ini. 
 
3. Pengujian Hipotesis 
Penelitian ini menguji pengaruh faktor keuangan dan faktor lingkungan 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah  Penelitian ini menguji 
hipotesis dengan metode analisis regresi dengan bantuan SPSS 16.00.  
Hipotesis yang diajukan :  
H1 :  revenue memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah 




H3 :  real estate memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah 
H4 :  capital memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah 
H5 :  taxes memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah 
H6 :  grant memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah 
H7 :  gross domestic product memiliki hubungan positif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah 
H8 :  employment memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
 
Hipotesis dapat diuji dengan model regresi  : 
KK = β0 + β1REV + β 2 EXP + β 3REAL + β 4CAP + β5TAX + β6GRANT + 
β7GDP + β8 EMPLOY + e 
 
4. Pengujian Model Regresi  
a. Koefisien Determinasi (Goodness of fit)  
Koefisien Determinasi (Goodness of fit), yang dinotasikan dengan R
2 
merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R
2
) 














Std. Error of the 
Estimate 
1 .942(a) .887 .872 .35816556 
a  Predictors: (Constant), LG10EMPY, LGEXP, LG10GRANT, 
LG10REAL, LG10TAX, LG10GDP, LGREV, LG10CAP 





(Adjusted R Square) pada tabel IV.8 menunjukkan nilai 0,872, 
hal ini berarti 87% kinerja keuangan pemerintah daerah dapat 
dijelaskan oleh variasi dari ke delapan variabel independen 
LG10EMPY, LGEXP, LG10GRANT, LG10REAL, LG10TAX, 
LG10GDP, LGREV, LG10CAP. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh 
sebab-sebab yang lain diluar model.  
 
b. Signifikansi Model Regresi  
Signifikansi model regresi ini diuji dengan melihat perbandingan 
antara F-tabel dan f-hitung, sedangkan signifikansi koefisien variabel 
independen secara individual di uji dengan melihat perbandingan t-
tabel dan t-hitung untuk tiap koefisien variabel.  
Uji signifikansi-F dilakukan guna menentukan good of fittest atau uji 
kelayakan model regresi untuk digunakan dalam melakukan analisis 
hipotesis dalam penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pengujian 
ini adalah probability value (sig), apabila probability value dalam hasil 
pengujian lebih kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model 
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layak (fit) untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian dan 
sebaliknya jika probability value lebih besar dari 5%, maka dapat 
dinyatakan bahwa model tidak layak untuk digunakan dalam pengujian 
hipotesis penelitian. 
Berikut disajikan hasil uji signifikansi-F atas kelima model regresi 
dalam penelitian ini. 
Tabel IV.9 





Square F Sig. 
1 Regression 61.175 9 8.739 54.913 .000a
Residual 7.825 62 .126   
Total 69.000 69    
a. Predictors: (Constant), LogGRANT, LogEXP, LogREAL, 
LogEMPLOY, LogTAX, LogGDP, LogREV 
b. Dependent Variable: financial performance   
Sumber: hasil pengolahan data 
*Signifikan pada a = 5% 
 
Tabel IV.9 menunjukkan bahwa probability value atas model regresi 
yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari tingkat signifikansi 
penelitian 5% yaitu 0,000 (0%). Hasil ini mengindikasikan bahwa 
model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (fit) untuk 
digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis. 
 
c. Signifikansi Koefisien regresi  
Hasil analisis regresi yang menunjukkan signifikansi model regresi 
dalam memberikan dasar untuk menerima atau menolak hipotesis 
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penelitian untuk setiap variabel independen dan juga signifikansi 
koefisien antar variabel, dapat dilakukan dengan menggunakan 
Software SPSS 16.00 sebagai berikut:  
Uji signifikansi-t dimaksudkan untuk pengujian pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen dalam penelitian sebagaimana 
dinyatakan dalam hipotesis penelitian ini. Selain untuk menguji 
pengaruh tersebut, uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui 
tanda koefisien regresi masing-masing variabel independen sehingga 
dapat ditentukan arah pengaruh masing-masing variabel independen 
terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan kesimpulan atas 
hasil pengujian adalah probability value (sig)-t, apabila probability 
value (sig)-t lebih kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa 
variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau didukung 
oleh data penelitian, sebaliknya jika probability value (sig)-t lebih 
besar dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen 
tidak berpengaruh pada variabel dependen dan hipotesis yang diajukan 
tidak diterima atau tidak didukung oleh data penelitian. Berikut ini 
disajikan hasil uji signifikansi-t dalam penelitian ini. 
Tabel IV.10 menunjukkan hasil pengujian regresi berganda untuk 
model yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian data di 
atas mengindikasikan bahwa variabel Revenue (REV), Expenditure 
(EXP), dan employment (EMPLOY) berpengaruh terhadap kinerja 
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keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil ini diindikasikan oleh 
nilai probabilitas untuk variabel Revenue (REV), Expenditure (EXP), 




Variabel Koefisien t-value Sig. 
KONSTANTA -0,993 -0,570 0,571 
LogREV -1,863 -6,653 0,000 
LoEXP 1,143 21,307 0,000 
LogREAL -0,168 -1,076 0,286 
LogTAX 0,165 0,811 0,421 
LogGRANT 0,033 0,409 0,684 
LogGDP -0,216 -0,874 0,385 
LogEMPLOY 0,278 2,092 0,041 
*signifikan pada a = 5% 
sumber: hasil pengolahan data 
 
Sementara itu, untuk variabel yang lain, hasil pengujian 
mengindikasikan bahwa variabel TOURIST, GRANT, Real Estate 
(REAL), TAX, dan Gross Domestic Product (GDP) tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai probabilitas masing-masing 
varaibel tersebut yang lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 
5%. Nilai probabilitas untuk variabel REAL adalah sebesar 0,286, 
untuk variabel TAX adalah sebesar 0,421, untuk variabel GRANT 





Berdasarkan hasil penelitian ini untuk variabel capital (CAP) tidak 
dapat digunakan dalam penelitian karena tidak memenuhi uji asumsi klasik. 
Variabel ini mengalami multikolinearitas dan berdasarkan data koefisien 
korelasi antar varibel independen, nilai korelasi tertinggi terdapat pada 
variabel capital sehingga sehingga variabel capital harus dikeluarkan dari 
penelitian. 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa jumlah revenue, 
expenditure dan employment pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemeritnah daerah. Suatu 
pemerintah daerah yang mampu mencapai jumlah pendapatan daerah yang 
tinggi tentunya akan mempunyai jumlah kas tersedia yang cukup untuk 
melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh 
pemerintah daerah yang bersangkutan. Dengan jumlah pendapatan yang 
tinggi dan jumlah kas tersedia cukup tersebut dapat memperlancar kegiatan 
pemerintah daerah dalam menyediakan jasa pelayanan bagi masyarakat 
hingga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil 
penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Steven dan MccGrowen 
(1983), Groves et al. (2001), dan Suyono (2006).  
Pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 
di Jawa Tengah sudah efisien. Jumlah expenditure mampu menghasilkan 
output atau hasil yang optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja 
keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Steven 
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dan MccGrowen (1983), Groves et al. (2001) namun tidak konsisten dengan 
hasil penelitian Suyono (2006). Perbedaan hasil penelitian ini mungkin 
dikarenakan perbedaan penggunaan rasio untuk penilaian kinerja keuangan 
pemerintah daerah.  
Employment juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 
Pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional 
dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan 
ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan menambah jumlah 
tenaga produktif. Semakin besar tingkat employment yang dimiliki dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Di daerah Jawa Tengah 
menjadi daerah sentra industri kecil dan menengah yang aktif menyerap 
tenaga kerja produktif, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan 
peerintah daerahnya. Bukti empiris terkait pengaruh employment terhadap 
kinerja diperoleh Steven dan McGowen (1983). 
Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa jumlah real estate 
pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini konsisten dengan 
hasil penelitian Suyono (2006) namun tidak konsisten dengan Cohen (2006). 
Hasil yang kontradiktif dengan penelitian sebelumnya ini kemungkinan 
disebabkan oleh penggunaan data dan informasi atas laporan keuagan 
pemerintah daerah yang mempunyai opini wajar dengan pengecualian 
khususnya untuk nilai atas aktiva yang tersaji dalam laporan keuangan 
pemerintah daerah. Atas laporan keuangan yang mempunyai opini wajar 
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dengan pengecualian yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar 
memperoleh pengecualian pada aktiva, sehingga dapat dinyatakan bahwa 
aktiva yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tidak wajar 
berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa 
banyak pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan akuntansi terkait 
pengakuan, pengukuran dan penilaian serta penyajian aktiva yang dimiliki.  
Terkait dengan hasil pengujian jumlah taxes dan grant 
mengindikasikan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil ini 
kontradiktif dengan penelitain yang dilakukan Steven dan MccGrowen (1983) 
dan Groves et al. (2001). Hasil pengujian mengindikasikan bahwa jumlah 
pajak daerah dan grant yang diterima oleh pemerintah daerah tidak 
berpengaruh pada kinerja. Hal ini kemungkinanya dapat disebabkan oleh 
jumlah pajak daerah dan grant yang kecil sehingga tidak mampu mendorong 
pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, jumlah pajak dan 
grant yang tidak berpengaruh pada kinerja tersebut dapat disebabkan oleh 
penggunaan hasil pajak dan grant yang kurang atau tidak efisien sehingga 
tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota 
di Jawa Tengah. 
Hasil pengujian terhadap GDP menunjukan bahwa variabel tersebut 
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil 
pengujian ini tidak sesuai dengan hasil pengujian Cohen (2006). Perbedaan 
ini mungkin dikarenakan jumlah GDP yang dalam penelitian ini diwakili oleh 
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PDRB dengan pendekatan produksi. Di wilayah provinsi Jawa Tengah 9 
(sembilan) sektor lapangan usaha yakni: 1)pertanian, 2)pertambangan dan 
penggalian, 3)industri pengolahan, 4)listrik, gas dan air bersih, 5)bangunan, 
perdagangan, hotel dan restoran, 6)pengangkutan & komunikasi, 7)jasa 
keuangan, 8)persewaan dan jasa perusahaan, 9)jasa – jasa belum mampu 
dikelola secara optimal oleh pemrintah daerah setempat sehingga belum dapat 
berkontribusi dalam pendapatan daerah sehingga tidak mampu mendorong 
pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Di dalam Bab V akan dibahas mengenai kesimpulan yang diperoleh 
dari hasil analisis data yang telah dilakukan, saran-saran yang diajukan dari 






















Setelah melakukan pengujian dan analisis data di BAB IV, maka di 
BAB V ini akan disajikan kesimpulan hasil peneltian, keterbatasan dalam 
penelitian, saran dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor keuangan dan faktor 
lingkungan yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan 
studi kasus pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan 
menguji kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan tiga 
rasio penilaian kinerja keuangan pemerintah daeah yaitu rasio kemandirian, 
rasio efisiensi, dan rasio efektifitas dipengaruhi oleh  faktor keuangan yang 
diwakili oleh variabel  revenue, expenditure, real estate, tax, grant, capital, 
gross domestic product  dan faktor lingkungan yang diwakili oleh variabel 
employment. 
Model analisis yang digunakan dapat menjelaskan sebesar 87 % 
tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel 
independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar 
penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang 
digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang berpengaruh 
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signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu revenue, 
expenditure dan employment. 
Dengan adanya revenue yang cukup mengindikasikan bahwa 
pemerintah daerah mempunyai jumlah dana yang cukup untuk mendanai 
proses operasional dalam rangka penyediaan jasa pelayanan pada masyarakat 
sehingga dapat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Jumlah 
expenditure  yang mampu memberikan hasil yang maksimal untuk penyedian 
jasa pelayanan pada masyarakat dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. Sedangkan employment yang nilainya semakin besar juga 
semakin meningkatkan produktivitas perekonomian di wilayah provinsi Jawa 
Tengah. 
Hasil pengujian data juga mengindikasikan bahwa jumlah taxes, grant, 
dan real estate tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Hasil ini 
mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu menggunakan hasil 
penerimaan pajak dan grant secara efisien sehingga tidak mampu 
mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, hasil ini juga 
mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu melakukan 
pengakuan, pengukuran, penilaian serta penyajian real estate yang dimiliki 
oleh pemerintah daerah sehingga jumlah real estate tersebut tidak 
mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian data juga 
mengindikasikan bahwa jumlah GDP tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui bahwa 
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pemerintah daerah belum bisa memberikan pelayanan publik yang optimal 
untuk keseluruhan masyarakat.  
 
B. Keterbatasan 
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang 
dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh pada hasil penelitian. 
Penelitian ini menguji data tanpa memisahkan ke dalam kriteria tertentu, 
seperti ukuran daerah dan status daerah, sehingga analisis penelitian terbatas 
pada pengujian kinerja tanpa meneliti lebih dalam untuk daerah hasil 
pemekaran dan non pemekaran dan lainya. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini juga terbatas hanya pada pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Jawa Tengah saja. Sedangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja 
keuangan baru dapat menggunakan variabel employment sedangkan faktor 
lingkungan yang lain seperti populasi, income, inflasi, bussines activity belum 
dapat dimasukkan karena keterbatasan data. 
 
C. Saran 
Hasil penelitian dan keterbatasan penelitian mendasari pengajuan saran 
atau rekomendasi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa jumlah revenue 
expenditure, dan employment berpengaruh terhadap kinerja oleh karena itu 
manajemen pemerintah daerah perlu untuk menggunakan informasi jumlah 
revenue, expenditure dan employment tersebut dalam pengambilan keputusan 




seperti yang diharapkan atau dianggarkan. Selain itu, pemerintah daerah perlu 
untuk melakukan terobosan baru untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak 
daerah dan menggunakan real estate secara lebih baik agar dapat 
meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 
Hasil penelitian juga membawa implikasi bagi legislator untuk 
menggunakan variabel jumlah revenue dalam mengambil keputusan untuk 
mengesahkan atau menyetujui keputusan terkait pengajuan pinjaman daerah 
oleh pemerintah daerah agar keputusan pinjaman daerah disetujui 
meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian 
membawa implikasi bagi kreditur, investor dan lembaga donasi untuk 
menggunakan informasi bahwa jumlah revenue, expenditure dan employment 
berpengaruh terhadap kinerja agar dalam melakukan keputusan ekonomisnya 
tidak mengalami kerugian.   
Selanjutnya, hasil penelitian membawa implikasi bagi penelitian 
berikutnya untuk dapat mengembangkan lebih lanjut penelitian ini dengan 
dengan menguji data dengan pengaruh lebih dari satu periode dapat diperoleh 
hasil yang lebih lengkap terkait kinerja keuangan pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian selanjutnya dapat pula 
memisahkan sampel penelitian ke dalam klasifikasi lebih lanjut, seperti status 
daerah hasil pemekaran dan non pemekaran, pemerintah daerah jawa dan luar 
jawa dan klasifikasi lain agar dapat diperoleh hasil analisis yang lebih 
mendalam. 
 
 
